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	Lembaga Peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana “Criminal Justice System” Merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan  yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakkan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.
	Menurut Sudikno Mertokusumo : 71 
“Eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negative dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai  dengan harapan masyarakat. Di samping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam undang-udnang hukum pidana sehingga apa yang terjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup system peradilan pidana”


	Masalah yang selalu muncul dan sellau dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam  memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang dan masyarakatpun berpendapat bahwa di lembaga peradilan mempunyai suatu prinsip “yang kuat yang memelihara dan KUHP (Kasih Uang Habis Perkara)”. Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan sekarang ini terjadi karena tidak adanya Kontrol  terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak akan mungkin keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya sautu kepastian hukum karena prinsip di atas telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.
	Di dalam memberikan putusannya, hakim harus memberikan keputusan itu engan rasa tanggun jawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik. Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggung jawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut-penuntut umum dn si terdakwa, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia telah mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia.72 
	Perbedaan lembaga kehakiman dan lembaga peradilan terletak pada fungsinya, lembaga kehakiman berfungsi sebagai badan penegak hukum yang menjalankan peradilan, sedangkan lembaga peradilan adalah tempat dimana dilaksanakan proses peradilan tersebut. Sejarah lembaga kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, sejarah perkembangan kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan  peraturan perundang-undangan yang mengatur kehakiman di Indonesia. Berdasarkan dasar pertimbangan undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman  adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah di pandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.
	Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri di samping  dan sejajar dengan kedua alat negara yang lainnya yang lainnnya yaitu kekuasaan pelaksanaan (executive  power) dan kekuasaan perundang-undangan (legislative  power)   dan oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat negara ini.
Jaminan-jaminan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting keberadaannya guna tercapainya tujuan hukum dalam hal ini hukum  pidana dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.
	Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu, telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari penagruh eksekutif maupun segala kekuasaan Negara lainnya (legeslatif maupun yudikatif) dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak  extra judisil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan undang-undang.
	Mengenai penyelenggaraan peradilan, maka kekuasaan kehakiman, karena kedudukannya yang bebas itu, telah bertanggung jawab, baik kepada kekuasaan perundang-undangan, maupun kekuasaan pelaksana. Akan tetapi walaupun demikian tidaklah boleh hakim menyalahgunakan kedudukannya yang bebas itu, karena terikat pada syarat-syarat tertentu yang harus diindahkannya pada saat menunaikan tugasnya, yakni syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim yang berlaku, yang harus dipatuhinya dengan tidak tawar-tawar, untuk memberi jamin-jaminan bagi suatu penyelenggaraan peradilan  yang layak dan adil.73
	Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan apapun; (2) bersih dan berintegritas; dan (3) professional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan daripada setiap peradilan.74
Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut-penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusan itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepada sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara dan untuk mencapai kepastian hukum.75
Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, lembaga peradilan sebagai lembaga penegakkan hukum dalam system peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tercantum di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan :
“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”76
Dalam hal ini hakim mempunyai suatu  peranan penting dalam penegakan hukum pindana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.


II TINJAUAN PUSTAKA 
1.	Definisi dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Remington dan Ohlin 77 mengemukakan Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.
Hagan78 membedakan pengertian antara “Criminal Justice process dan Criminal Justice System”. Criminal Justice Process adalah setiap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan Criminal Justice System adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
Kemudian lebih lanjut, Mardjono79 memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan system peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan dan pemasyarakatan pidana.
Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan system peradilan pidana dapat dirumuskan :
1)	Mencegah korban kejahatan.
2)	Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan  dan yang bersalah di pidana.
3)	Mengusahakan agar yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulang kejahatannya.
Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu intergrated criminal justice syatem . Apabila keterpaduan dalam bekerja system tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :
1.	Kesukaran  dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2.	Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dan sistem peradilan pidana).
3.	Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak perlu  memperhatikan efektifitas menyeluruh dari system peradilan pidana.80

Di lain pihak apabila pengertian system peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defence yang terkait kepada tujuan mewujdkan kesejahteraan  masyarakat dalam sistem peradilan pidana terkandung  aspek social yang menitikberatkan  kegunaan (expendiency). Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana material, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks social. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. 
Muladi 81 menegaskan bahwa makna “Intergrated Criminal Justice System” adalah sinkronisasi atau kesempatan  dan keselarasan  yang dapat dibedakan dalam :
1.	Sinkronisasi structural  (structural synchronization) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegakan hukum.
2.	Sinkronisasi substansi (structural synchronization) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3.	Sinkronisasi kultur (cultutural synchronization) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Permasalahan sekarang adalah, system peradilan  pidana itu sendiri merupakan sistem yang bagaimana ? sistem peradilan pidana sebagai suatu system pada dasarnya merupakan suatu open system, deterministic system, probalistic syatem, physical system, dan abstract system.
Sistem peradilan pidana sebagai suatu system pada dasarnya merupakan suatu open system, suatu system yang di dalam geraknya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi; sub sistem-sub sistem dari system peradilan pidana itu sendiri (sub sistem of criminal justice system).82 
	Sistem peradilan pidana dalam hal ini tidak dapat dilihat pula sebagai determetic system yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai probabilistic system yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Hulsman dalam hal ini menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan yang positif berupa rasionalisasi terpidana  justru berakibat condition of interface berupa penderitaan.83
	Sistem peradilan pidana sebagai physical system karena system peradilan pidana itu sendiri didalamnya terdapat badan-badan atau himpunan badan-badan yang merupakan komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang terpadu dalam rangka mencapai tujuan. Sistem peradilan pidana sebagai abstract system adalah bawah komponen sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan di atas merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu yang satu dengan yang lain saling ketergantungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa.84
“Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai  yang terdiri atas unsure-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsure-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut”.

2.	Penegakan Sistem Peradilan Pidana
Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsure kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrument kebijakan kriminal, maka unsure yang terkandung didalamnya  termasuk juga pembuatan undang-undang sebagai dikemukakan oleh Nagel yang tidak juga memasukan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.85 
		Framentarisme yang masih berkembang dalam system peradilan pidana saat ini seyogyana dihentikan dengan berbagai cara, baik yang bersifat konsepsional perlu dikaji ulang substansi KUHAP yang menyebabkan tersumbatnya proses peradilan yang jujur, cepat dan sederhana.
Sedangkan secara structural kiranya perlu dipertimbangkan secara mendalam perubahan stuktur organisasi kepolisian yaitu menjadi bagian dari Departemen Kehakiman atau Departemen Dalam Negeri. Selain kedua cara tersebut di atas, perlu segera ditingkatkan profesionalisme aparatur penegak hukum terutama kepolisian yang menjadi ujung tombak dalam menghadapi kejahatan dan pelaku kejahatan didukung oleh peningkatan fasilitas laboratorium Kriminal dan tenaga ahli  di bidang forensik yang memadai bagi seluruh wilayah nusantara.
Dalam kaitan peningkatan sarana dan prasarana terakhir perlu dilakukan pengkajian ulang terahdap ketentuan KUHAP khususnya mengenai masalah validasi bukti dan proses pembuktian di siding pengadilan serta ketentuan mengenai peranan kesaksian saksi ahli dalam memberikan penilaian atas keabsahan suatu bukti fisik dalam perkara pidana.
Komponen sistem peradilan pidana yang lazim, baik dalam pengetahuan kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsure kepolisian, penasehat, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Van Bemmelen86 mengingatkan bahwa penjatuha pidana yang dijatuhkan pidana yang diputuskan oleh hakim, dalam pelaksanaannnya oleh petugas pemasyarakatan bersifat variatif sehingga peran dan pengaruh hakim sebagai key figure dalam sistem peradilan pidana sangat kecil dalam kebijakan penuntut dan pelaksanaan  pidana, Konsekuensi yang penting dalam kedudukan yang bersifat abivalen tersebut saat ini ditunjukkan kepada kemandirian peran seorang hakim dalam melakuka tugas.
Dalam realitas kehidupan peradilan kehidupan di Indonesia, pandangan yang masih menonjolkan dominasi peranan di antara aparatur penegak hukum justru pandangan yang masih bersifat perkotakan. Dalam konteks sistem peradilan pidana justru seharusnya lebih diutamakan pandangan yang mengangkat kebersamaan dan semangat bekerjasama yang tulus dan ikhlas serta positif diantara aparatur penegak hukum. Untuk mengemban tugas menegakkan keadilan hukum (legal justice).
Kejadian dalam praktek pelaksanaan KUHAP di mana terjadi tarik menarik antar pihak penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara (pembuatan berita acara pemeriksaan) merupakan salah satu contoh pemikiran yang bersifat fragmentaris dan masih mengendap dikalangan praktisi hukum tersebut. Begitu pula halnya dengan berlindung dibalik asas kebebasan kekuasaan kehakiman di mana putusan dijatuhkan tidak jarang mengabaikan nota pembelaan para penasehat hukum atau surat dakwaan penuntut umum. 
Romli Atmasasmita berpendepat, sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan semangat kerjasama yang tulus dan ikhlas tersebut di atas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia.87 
		Bila dipandang dari Criminal Policy, terlalu berlebihan sistem peradilan pidana itu untuk memperoleh keberhasilan, karena adanya keterbatasan penegak hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, keterbatasan dimaksud dapat dijelaskan dengan menggunakan teori penegakan hukum pidana dari Joseph Goldstein, dia menggunakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu :88 
1.Total Enforcement
Adalah ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian total enforcement tidak dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam  hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Di samping itu hukum pidana substantive itu sendiri juga memberikan pembatasan-pembatasan, seperti diperlukannya aduan terlebih dahulu untuk menutut suatu perkara (delik aduan).
Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantive itu sendiri disebut sebagai area of no enforcement. Setelah total enforcement dikurangi dengan area of no enforcement maka muncullah penegakan hukum kedua.

1.	Full Enforcement
Pada penegakkan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial (dana) dana sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruang lingkup yang digambarkan tersebut maka timbullah penegak hukum yang ketiga.

2.	Actual Enforcement
Pada penegakan hukum ini, penegak hukum harus dilihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara actual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.


		Aparat penegak hukum dalam menegakan hukum harus memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hukum pidana dan yang berlaku secara universal. Asas-asas dimaksud adalah sebagai berikut :89
1.	Asas Legalitas
Artinya yang lebih luas mengandung makna segala sesuatu harus ada pengaruhnya terlebih dahulu di dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Di samping hal tersebut merupakan konsekuensi dari Negara.

2.	Asas Kegunaan dan Kelayakan
Asas ini muncul berkaitan dengan pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana diketahui, pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai bagian yang tak dapat terpisahkan dari sistem sosial  sehingga masyarakat secara  keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan fungsinya.
Kaitannya dengan hal ini di atas asas ini dapat diartikan sebagai dasar pembenaran yang diberikan oleh  masyarakat kepada aparatur penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum dan harus memperhatikan seberapa jauh tindakannya tersebut bermanfaat dan berguna serta layak bagi tersangka dan terdakwa pada khususnya dam masyarakat pada umumnya.

3.	Asas Subsidiaritis
Salah satu aspek hukum pidana adalah mengatur, dibandingkan dengan hukum yang lainnya, bahwa hukum pidana mengandung sifat kontradiktif dan dualistic. Di suatu pihak hukum pidana melindungi kepentingan hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun dipihak lain hukum pidana mengurangi kepentingan hukum dan hak asasi manusia dengan mengenakan sanksi pidana kepada si pelanggar norma.
Sehubungan dengan hal tersebut  di atas sebaiknya jangan menggunakan hukum pidana terlebih dahulu jika memang masih ada hukum lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan demikian tidak semua kasus harus masuk ke dalam mekanisme sistem peradilan pidana, maka utamakanlah tindakan-tindakan atau sanksi pidana yang lebih ringan.

		Ketiga Asas sebagaimana disebutkan di atas (asas legalitas, asas kelayakan atau kegunaan dan asas subsidiaritas) itu tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan sedangkan asas-asas lainya adalah :91
1.	Asas Kesamaan
Artinya semua orang yang terlibat mekanisme sistem peradilan pidana harus dipandang sama tidak boleh terjadi diskriminasi. 

2.	Asas Proposionalitas (kesimbangan)
Dalam sistem peradilan, terutama dalam hal pemidanaan harus dapat dihindari. Oleh karena itu di dalam penjatuhan pidana harus ada keseimbangan antara perbuatan dengan kesalahan.

3.	Asas Personalitas
Asas ini harus diperhatikan oleh penegak hukum bahwa orang yang melakukan perbuatan itulah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4.	Asas Publisitas
Artinya bahwa semua tindaka aparatur penegak hukum harus diketahui oleh publik. Oleh karena itu asas ini dalam pengadilan  harus diterapkan, asas ini terkait dalam sidang terbuka untuk umum.

5.	Asas Praduga tak bersalah
Seseorang dianggap tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.


3.	Pendekatan Sistem Peradilan Pidana
Suatu pendekatan sistem peradilan adalah pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlihat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum atau unsur-unsur tersebut meliputi : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
Penegakan hukum yang baik adalah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur  penegak hukum.
Menurut Muladi model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada “daad-daderstafrecht” yang disebut model “keseimbangan kepentingan”. Model ini adalah yang realistis yaitu yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.
Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang sekarang bersifat multi dimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.
Evaluasi terhadap perkembangan kejahatan telah menghasilkan tiga dimensi, yaitu : dimesi kepapaan (kemiskinan), keserakahan dan kekuasaan. Kejahatan yang bermuara pada dimensi kepapaan akan menghasilkan kejahatan konvensional, seperti pencurian, penganiayaan, pencopetan, dan lain-lain. Sedangkan kejahatan yang bermuara pada dimensi keserakahan akan menghasilkan bentuk kejahatan yang disebut”corporate crime” atau “white color crime”. Kejahatan bermuara pada dimensi kekuasaan, akan menghasilkan kejahatan yang dikenal dengan sebutan koropsi atau penyelewengan kekuasaan atau jabatan dalam segala aspek pekerjaan dalam pemerintahan. Bentuk kejahatan terakhir ini di dalam kriminologi disebut “governmental crime.”92
Masalah terakhir sering menempatkan sistem peradilan pidana selalu berpihak kepada pelaku kejahatan berdimensi keserakahan dan kekuasaan dan kurang berpihak kepada pelaku kejahatan yang berdimensi kepapaan. Hasil Hasil akhir dari keadaan demikian adalah munculnya masalah diskriminasi dalam sistem peradilan pidana dan masalah kolusi. Masalah diskriminasi tersebut muncul bukanlah semata-mata karena unsut-unsur aparatur penegak hukum sistem peradilan pidana memang bertindak diskriminatif melainkan sebagai akibat sampingan dari masalah profesionalisme aparatur penegak hukum dalam   mengatasi kerumitan kasus kejahatan dimensi kekuasaan dan kekerasan, masalah kolusi muncul karena keeterlibatan dan keberpihakan aparatur penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
Secara teknis operasional, pelaksanaan undang-undang dimaksud akan merupakan pencerminan kebenaran akan adanya perubahan sikap dan pandangan “The Law Enforcement Agencies” di Indonesia terhadap kedudukannya tersangka atau tertuduh dalam mekanisme pelaksanaan “Criminal Justice System”.

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
A.	Tujuan Penelitian
1.	Ingin meeliti, menganalis, serta menelaahnya secara yuridis bagaimana peran hakim dalam penegakan hukum pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia.  
2.	Ingin mengetahui dan mengkaji bagimana tugas dan peran hakim dalam memutus perkara dikaitkan dengan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman khususnya pasal 28 (1).
3.	Ingin mengetahui dan mengkaji tugas dan wewenang hakim dalam sistem peradilan pidana.

B.	Kegunaan Penelitian 
Laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :
1.	Kegunaan Teoritis : Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya, terutama mengenai peran dan kedudukan hakim terhadap keberhasilan  penegakan hukum pidana serta menyangkut eksistensi hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2.	Kegunaan Praktis;  Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi penulis dan memberikan konstribusi bagi Fakultas Hukum serta para penegak aparat hukum. Bagi para praktisi hukum diantaranya lembaga kepolisian, jaksa dan yang lebih terkait dengan penulisan ini yaitu pengadilan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.

IV. Metode Penelitian.
1.	Spesifikasi Penelitian; Spesifikasi peneleitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan menggambarkan/memberikan uraian tentang fakta-fakta beberapa data yang didapat dalam bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier tentang objek penelitian.
2.	Metode Pendekatan : Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif  yaitu penelitian kepustakaan di bidang ilmu hukum, yaitu kegiatan mengumpulkan data-data skunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
3.	Pengolahan Data; Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, diolah untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitan. Teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data skunder dan primer adalah :
a). Penelitian kepustakaan; yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan-bahan lainnya dalam penulisan ini.
b).Penelitian lapangan; yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dengan instansi serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
c).Pengamatan (observasi) yaitu mengamati secara langsung pada objek penelitian.
4.Teknik Pengumpulan Data; pada tahap penelitian ini, penulis menekankan pada teknik kepustakaan (liberary Reseach), yaitu penelitian dengan cara mengambil dari bahan pustaka, yakni untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat para ahli ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut meliputi :          
(a)	Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.
(b)	Bahan Hukum Skuender, yaitu berupa tulisan para sarjana dibidangnya, yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.
(c)	Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel, makalah, internet dan media cetak.

Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi hukum positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder sehingga dapat ditemukan norma hukum in concreto di masyarakat.93
Kemudian dilakukan pula penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran dan kedudukan hakim ini.serasi secara vertical, artinya peraturan perundang-undangan yang lebih rednah tingkatannya. Dan yang dimaksud serasi secara horizontal adalah apabila peraturan perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.94.
Menurut Tipologi dalam penelitian hukum, penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder adalah penelitian normative atau dokrin.95 Oleh karena itu, penulisan ini termasuk dalam metode penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal.
5.	Analisis Data; Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu sebagai berikut :96.
a.	Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
b.	Adanya/menggunakan/mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya/atau yang lebih tinggi tingkatannya.
c.	Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa, peraturan tersebut harus berlaku di masyarakat.    

6.	 Lokasi Penelitian; Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan yang diperoleh dari  :
a.	Perpustakaan yang meliputi :
1). Perputakaan Fakultas Hukum  Universitas  Pasundan,  Jalan  Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2).  Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran, Jalan Iman Bonjol No. 35 Bandung.
3).  Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jalan Taman Sari No. 1 Bandung.
4).  Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung Jalan Cihampelas No. 8 Bandung.
b.  Instansi Pemerintah yang meliputi :
1). Pengadilan Negeri Bandung R.E.Martadinata No. 47-50 Bandung.
2). BBKH Fakultas Hukum Unpas Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

V.   Hasil dan Pembahasan
1. Fungsi dan Kedudukan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Dikaitkan dengan Kemandirian Hakim.
		Sebagaimana diketahui sistem peradilan pidana menurut Mardjono adalah sistem peradilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan pemasyarakatan pidana.
Pada kesempatan lain berliau mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.97 
		Sebagaimana diketahui pula, salah satu komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana maupun dalam lingkungan praktek penegakan hukum adalah hakim sebagai organ dari pengadilan. Hakim sebagaimana pernah dikemukakan  sebelumnya adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang, dengan kata lain bahwa sudah merupakan tugas hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan ia wajib untuk memeriksa dan mengadilinya karena hakim yang merupakan organ dari pengadilan dianggap memahami hukum.
		Peradilan yang mandiri (Independence of yudiciary) merupakan suatu prinsip yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, sekaligus merupakan salah satu pilar negera hukum  (reachtstaat). Di samping adanya pemerintah yang didasarkan kepada konstitusi, asas legalitas, pemisahan kekuasaan (saparotion of power) dalam fungsi pemerintahan, jaminan perlindungan hak dan kebebasan asas manusia (protectionof human right). Prinsip peradilan yang mandiri, dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 telah menyatakan secara tegas  bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, demikian pula dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.98 
		Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya invensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu : (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) bersih dan berintegritas; dan (3) Profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. 
Absar Kartabrata mengemukakan :99
“Setiap orang dalam, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya, serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”.
		Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, jadi segala campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang dan di pidana, seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan :
“ayat (3) : segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ayat ($) setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) di pidana”.

		Ketentuan di atas dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan yang ingin mendapatkan keadilannya. Hakim sebagai organ peradilan harus lebih bersifat dalam menyelesaikan suatu perkara dan ia dianggap memahami hukum, pencari keadilan dating kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis hakim tidak boleh menolak mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan dalil bahwa hukum tidak ada melainkan hakim harus bersifat aktif dengan cara menggali hukum yang tidak tertulis tersebut serta memutuskannya berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara, tanpa campur tangan dari pihak penguasa manapun.100
		Berkaitan dengan fungsi dan kedudukan hakim dalam proses peradilan pidana Soejono Soekanto membedakan kepada dua fungsi penting yaitu fungsi yang ideal dan fungsi seharusnya. Fungsi-Fungsi tersebut jika dikaitkan dengan kemandirian hakim adalah sebagai berikut :101
1.	Fungsi yang ideal
Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya sebagai berikut :




Pasal; 2 Undang-Undang Kehakiman, yang isinya sebagai berikut:
“Penyelenggaraan kekuaasaan kehakiman dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara,  dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Pasal 4 ayat (2) yang isinya sebagai berikut :
“Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang isinya :
“Ayat (1) : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
“Ayat (2) : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pasl 16 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana dampak hsil kerjanya tidak dapat diabaikan atau dilepaskan dari komponen lainnya dalam proses peradilan pidana. Sehingga setiap masalah yang timbul dalam salah satu komponen sistem peradilan pidana, misalnya hakim, akan menimbulkan dampak pula kepada komponen-komponen yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat dari hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada komponen atau sub sistem awal dan demikian pula selanjutnya secara terus menerus, yang pada akhirnya tidak akan ada suatu kejelasan  mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mardjono yang menyebutkan bahwa :
“Keterkaitan antara sub sistem satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem (misalnya pengadilan) akan menimbulkan dampak pada sub sistem yang lain-lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak akan jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang akibat (reaksi)”.

2.	Kendala-kendala yang Muncul dalam Pengambilan Keputusan oleh Hakim Kaitannya dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Kendala yang selalu muncul di dalam pengambilan putusan oleh hakim adalah campur tangannya pihak lain dengan berlatar belakang kedudukannya untuk dapat mempengaruhi hakim dan memenangkan suatu perkara di pengadilan sehingga kebebasan hakim di dalam mengambil keputusan terganggu, hakim pun tidak dapat bekerja secara optimal dan kreatifitas hakim di dalam menggali nilai-nilai hukum demi rasa keadilan tidak akan dapat tercapai. Di masa sekarang eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia mempunyai persepsi negative di mata masyarakat sendiri, dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, apalagi putusan hakim di pengadilan tersebut dapat dibeli oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan tinggi.
Seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga di dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan hakim dapat mengikuti, menggali dan memahami nilai-nilai hukum tanpa ada campur tangan dari pihak penguasa, eksekutif maupun yudikatif.
Secara empiris, kekuasaan kehakiman pernah mengalami reduksi kebebasan, hal ini disebabkan dengan adanya ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan : “Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan financial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, jelas terjadi dualisme pembinaan terhadap diri hakim. Terlebih lagi membuka peluang campur tangan eksekutif dalam lembaga peradilan. Kekuasaan tersebut terutama dalam hal mutasi, promosi dan penjatuhan sanksi- membuka peluang intervensi dari eksekutif terhadap pelaksanaan fungsi hakim dalam memutus perkara, khususnya bila salah satu pihak dalam perkara tersebut  adalah eksekutif atau pihak yang dekat dengan eksekutif.  Padahal fungsi kekuasaan kehakiman juga melakukan control terhadap kekuasaan negara guna mencegah penyalahgunaan kewenangan, guna mencegah terjadinya proses instrumentasi yang menempatkan hukum  menjadi bagian kekuasaan.
Dengan mendasarkan pada kenyataan empiris tersebut, dalam kehidupan bernegara selama lebih dari setengah abad lamanya kedudukan lembaga peradilan selalu dalam kondisi subordinasi dari kekuasaan eksekutif. Untuk menjamin dilaksanakan prinsip kebebasan hakim setidaknya dari pengaruh eksekutif, dilakukan usaha antara lain dengan cara mewujudkan pembinaannya ke dalam satu atap. Hal ini, ternyata juga merupakan keinginan dan kepedulian masyarakat internasional setidak-tidaknya di wilayah Asia Pasifik, sebagimana ternyata dari Beijing Statement tanggal 19 Agustus 1995 tentang prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang mandiri, yang telah ditanda tangani oleh 24 Ketua Mahkamah Agung wilayah Asia Pasifik yang hadir (termasuk Ketua Mahkamah Agung Indonesia) dan dikukuhkan dalam Konferensi Law Asia ke XV Tahun 1977 di Manila, dalam bahagian tentang Judicial Administration telah disepakati bahwa tanggung jawab utama dari Administrasi Pengadilan, termasuk pengangkatan, pengawasan dan penjatuhan disiplin dari Pejabat Administrasi dan petugas pengadilan lainnya harus diberikan kepada Judicial, atau oleh suatu  badan di mana Judiciary mempunyai peranan penting (has effective role).
Prinsip kebebasan yang dianut oleh badan peradilan, bukan berarti tidak terbatas, terbukti berbagai peraturan telah membatasi kebebasan tersebut, misalnya:
1.	Pasal 1 jo. Pasal 4 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004, yang menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia, dengan demikian, maka dasar Negara jadi unsure pembatas kebebasan hakim;
2.	Prinsip obyektifitas, yaitu pemeriksaan persidangan terbuka, prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sekaligus prinsip netralitas badan peradilan”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan : “Pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, dan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam siding terbuka untuk umum”.;
3.	Prinsip “peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.;
4.	Prinsip ekulialitas, yaitu “non diskriminasi dan legalitas”, sebagimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menyatakan : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas yang mewujudkan Negara berdasarkan hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum – substantive dan procedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan dan pelanggaran hukum terjadi (Bagir Manan, 2005 :10);
5.	Prinsip “korektif terhadap pengadilan bawahan”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 jo Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004, yang menyatakan : “Semua putusan pengadilan tingkat pertama, dapat dimintakan banding, dan atas putusan tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung”.
6.	Prinsip “putusan harus disertai alasan-alasan”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004.

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kebebasan hakim ternyata dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, yang membuka ruang baik pengawasan maupun tanggung jawab.
Pentingnya kebebasan dalam pandangan tradisional tentang hukum dan pengadilan dijelaskan oleh seorang pengacara Amerika, Henry Lummis : ”saat sebuah putusan dikendalikan atau dipengaruhi oleh opini apapun dari luar atau bentuk pengaruh ataupun tekanan eksternal, saat itulah pengadilan tidak pernah ada lagi”.
Seorang yang mengambil keputusan dengan didasari atau dipengaruhi oleh pemikiran orang lain, bukanlah seorang hakim. Pengadilan harus bebas dari intimidasi, kendali, maupun pengaruh, di luar itu tidak ada lagi yang disebut sebagai pengadilan. Ketidakpercayaan publik terhadap kinerja hakim, seolah-olah menafikan putusan-putusan lainnya yang mampu mencerminkan kepastian hukum (rechtssicherheif), kemanfaatan (zweckmassigheif) dan keadilan (gerechgkeit). Problemnya pada tahap implementasi, sekalipun pada dasarnya kebebasan hakim dibatasi selain oleh perundang-undangan, juga dibatasi pula oleh nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat, namun pembatasan ini ternyata tidaklah efektif ketika akan dijadikan alat pengukuran profesionalitas melalui prinsip akuntabilitas dan integritas moral para hakim, sehingga seperti telah diuraikan di atas lembaga peradilan ibarat menara gading yang tidak tersentuh oleh siapapun, seolah-olah tidak ada suatu kekuatan apapun yang mampu mengontrol atau mengawasi kinerja lembaga peradilan kekuasaannya seakan sangat tidak terbatas (unlimited).

3.	Upaya yang dapat dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi Persoalan-persoalan dalam mengambil keputusan. 

Seperti yang telah dikemukakan di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal-pasal di bawah ini menyatakan bahwa :
Pasal 31	: “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur undang-undang”. 
Pasal 32	: “Hakim harus memiliki integritas tinggi dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum”.
Pasal 33	:“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Anthon F. Susanto menjelaskan di dalam bukunya bahwa :
“Seorang hakim harus sadar akan ideologi dan subjektifitasnya sendiri, sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses interpretasi. Untuk mengungkap makna teks sebuah aturan tertentu, hakim harus memulai dengan pembacaan awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan analitis, agar kunci dan gagasan-gagasan sentral teks dapat di buka. Melalui gagasan-gagasan sentral ini, hakim diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dan mengembangkan makna-makna baru”.


Penjelasan di atas mengarahkan kita kepada upaya yang harus dilakukan seorang hakim, yaitu membaca secara kontekstual artinya hakim harus memiliki kreativitas untuk membaca realitas faktual dan “realitas simbolis”. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman karenanya hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, di dalam menjalankan tugasnya hakim harus menjaga kemandirian peradilan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, apabila hakim memegang teguh prinsip peradilan maka persoalan-persoalan di dalam pengambilan putusan di pengadilan akan teratasi. Dalam kondisi masyarakat yang tengah mengalami perubahan (reformasi), sebenarnya peranan hakim melalui keputusan-keputusannya memegang posisi kunci untuk membentuk hukum baru dalam menunjang rekonstruksi dan reformasi di segala bidang, sehingga karenanya lembaga peradilan menjadi harapan sebagai pembela kepentingan orang banyak dan mereka yang tertindas.
Seorang hakim juga harus memperhatikan bahwa level makna yang dapat dicapai memiliki tingkatan-tingkatan tertentu, ada level permukaan, ada level metaphor, dan ada level yang hakiki, untuk mengungkap ketiga makna tersebut hakim harus mencoba berpikir transenden, Kritis, dan Progresif yaitu, Transenden berarti optimalisasi  nurani dalam melakukan penafsiran, Kritis adlah penggunaan nalar namun tidak bersifat “take for granted”, Progresif adalah upaya untuk terus menemukan makna-makna baru dan tidak terbelenggu oleh makna absolute. Ketiganya mungkin saja dipertentangkan dalam banyak hal namun dalam tulisan ini di coba dipadukan, sehingga diperoleh penafsiran yang kreatif sekaligus holistic. Undang-undang bagi seorang hakim hanyalah teks yang belum selesai dan bukan sebuah teks yang sudah final.
Di dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, jadi di sini hakim harus bersifat dalam memimpin persidangan, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dan dalam menentukan berat ringannya putusan pun hakim wajib memperhatikan sifat-sifat dari terdakwa itu sendiri selama persidangan dan di luar persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.
Pengadilan tidak dibenarkan menolak suatu perkara yang akan diadili dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :  
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan adil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Artinya dalam diri hakim dituntut tidak sekedar hanya menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun lebih jauh adalah fungsi untuk mengisi kelemahan suatu undang-undang dalam bentuk yang tidak jelas bahkan tidak lengkap, sehingga mampu mengisi kekosongan hukum, sekalipun dalam bidang yang sensitive, yaitu dalam perkara No. 1400 K/Pdt/1986, perkara yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, di mana Mahkamah Agung telah mempertimbangkan, yaitu ;
Bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan social seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negative di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyulundupan nilai-nilai social maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat dapat ditentukan hukumnya.

Pertimbangan  tersebut diambil,  dengan  mendasarkan pada fakta hukum sebagai berikut  :
UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebabkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan istri merupakan larangan, yang sejalan dengan Pasal 27 UUD yang menentukan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukan hak asasi untuk kawin dengan sesame warga Negara sekalipun berlainan; dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap warga Negara untuk memeluk agama masing-masing.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan calon suami istri yang berlainan agama.  Sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu “sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku namun Regeling op de Gemengde Huwelijken (S 1989 nomor 158) atau Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (S 1933 nomor 158) tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU nomor 1 Tahun 1974 dengan kedua ordonansi tersebut.
Dengan demikian terdapat kekosongan hokum. Untuk menghindari persoalan-persoalan dalam pengambilan putusan maka kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, karena apabila kekuasaan kehakiman itu tidak mandiri atau tidak merdeka maka dapat berpengaruh serta mengganggu hakim dalam menggali dan mencari keputusan mempunyai rasa keadilan, kecuali hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia (Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

VI. Kesimpulan Dan Saran
Dari hasil laporan penelitian ini, pada bagian terakhir atau bagian penutup, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan-kesimpulan merupakan jawaban dari masalah-masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Saran-saran merupakan sumbangan dari penulis terhadap pokok bahasan yang telah diuraikan.
1.	Fungsi dan kedudukan hakim dalam penegakan hukum pidana di Indonesia adalah, dapat dibedakan kepada dua fungsi penting yaitu fungsi yang ideal dan fungsi yang seharusnya. Fungsi-fungsi tersebut jika dikaitkan dengan kemandirian hakim adalah sebagai berikut :
a.	Fungsi yang Ideal : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
b.	Fungsi yang Seharusnya : Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di maksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tat usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Hakim mempunyai kedudukan tertinggi di pengadilan dan mempunyai peran utama di dalam pengambilan putusan, maka dari itu hakim harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang terdapat di setiap putusannya dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar bukan saja kepada yang berkepentingan langsung tetapi juga terhadap masyarakat umumnya.
2.	Kendala-kendala yang muncul dalam pengambilan putusan oleh hakim adalah campur tangannya pihak lain dengan latar belakang kedudukannya untuk dapat mempengaruhi hakim dan memenangkan suatu perkara di pengadilan sehingga kebebasan hakim di dalam mengambil keputusan terganggu, hakim pun tidak dapat bekerja secara optimal dan kreativitas hakim di dalam menggali nilai-nilai hukum demi rasa keadilan tidak akan dapat tercapai.
3.	Upaya yang dapat dilakukan oleh hakim untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam pengambilan putusan adalah hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, di dalam menjalankan tugasnya hakim harus menjaga kemandirian peradilan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, apabila hakim memegang teguh prinsip peradilan maka persoalan-persoalan di dalam pengambilan putusan di pengadilan akan teratasi.
       Kemudian sebagai dari Hasil laporan Penelitian ini, adalah :
1.	Hakim harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar eksistensi hakim yang melekat di mata masyarakat selama ini sebagai penjual kebenaran dapat terhapuskan, dan hakim di dalam menjalankan persidangan harus mempunyai jiwa yang besar dengan berdasarkan keadilan dan Undang-undang Dasar 1945 serta Pancasila hakim tidak akan dapat dikuasai oleh pihak penguasa manapun;
2.	Di dalam memberikan putusannya, hakim harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik, dan mampu menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
3.	Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa : keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut-penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan  yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan Negara dan untuk mencapai kepastian hukum. 

   


